Nomor
Sifat
LLampiran
Hal

Tembusan :

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164 - 444167 Faks. (0291) 439300

Kudus, %0 Maret 2023

- LB2/778/ 000/ 2023 Kepada
Penting
1 (satu) bendel Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Penyusunan Daftar Informasi DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
dan Dokumentasi Publik KABUPATEN KUDUS
di -
KUDUS

Bahwa guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada
di bawah kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan akses seluas-
luasnya kepada masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Kudus,
diminta kepada Saudara untuk mengirimkan data informasi yang berkaitan
dengan :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
meliputi:
— Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik:
- ?nformasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik:
~ Informasi mengenai laporan keuangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi:
- Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.
3. Informasi yang tersedia setiap saat, meliputi:
- Daftar seluruh informasi publik yang ada di bawah kekuasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.

Data yang dimaksud dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 30 April 2023 dalam bentuk hardcopy
dan softcopy meialui ppidkabupatenkudus@gmail.com sebagaimana format
terlampir,

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya
disampaikan terima kasih.

NIP. 19690721 199703 1 005

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kudus.
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

1 Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan Kebijakan Badan Publik
a. Dokumen Pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau pertimbangan
yang mendasari terbitnya peraturan atau kebijakan
Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan
Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, atau keputusan atau kebijakan
Rancangan peraturan, keputusan yang telah diterbitkan
Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
Peraturan, Keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan

—~ o o 0 o

2 Informasi tentang organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan
a. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan dikeluarkan
Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan
internal serta laporan penindakannya
f. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
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INFORMASI YANG WAIJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak :

a.
b.
C.

Informasi tentang bencana alam
Informasi tentang bencana non alam (pencemaran lingkungan, dampak industri)
Informasi tentang jenis, dan persebaran penyakit,

Standar pengumuman informasi :

d.

b
C.
d

Potensi bahaya/dampak yang ditimbulkan

. Prosedur dan tempat evakuasi apabila kejadian darurat terjadi

Cara menghindari bahaya/dampak yang ditimbulkan

. Cara mendapatkan dari pihak yang berwenang



FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

OPD:

..........................................................

Contaoh .........
KONSEKUENSI |
BATAS WAKTU | IMPLIKASI JIKA | IMPLIKASI JIKA
NO | KONTENINFORMASI |DASAR HUKUM i - G
DIBUKA DITUTUP
1. |Laporan keuangan UU RI No.14 Sampai  |dapat Laporan
dan dokumen Tahun 2008| diauditdan |[disalahgunakan |keuangan
pendukung yang tentang mendapat |sesuai dengan |belum dikuasai
belum diaudit Keterbukaan | persetujuan |persepsiyang |atau
Informasi pimpinan  |membacanya didokumentasik
Publik Pasal an oleh badan
14 hurufc publik
2. |Berita Acara UU RI No.14 Terbuka Informasi yang [Melindungi
Pemeriksaan dugaan |Tahun 2008] sepanjang |berkaitan pribadi ASN
pelanggaran disiplin  |tentang ASN dengan hak yang bersifat
Keterbukaan | terperiksa |pribadi rahasia
Informasi memberikan
Publik Pasal| persetujuan
17 huruf h tertulis




